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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan rangkaian pembahasan dan analisis, maka dapat
ditarik kesimpulan :

1. Upaya kepolisian dalam hal ini adalah Direktorat Reskrimum Polda
DIY untuk memberdayakan korban, dilakukan dengan melaksanakan
trauma healing yang dilakukan bekerjasama dengan Bagian Psikologi
Polda DIY. Penanganan yang diberikan kepada korban berupa
pemulihan dari rasa takut atau shock atas apa yang telah dia alami.
Proses penanganan melalui trauma healing dilaksanakan agar korban
menjadi tenang dan nyaman dalam memberikan keterangan terhadap
kepolisian, guna pengungkapan suatu kejahatan dalam proses
penyelesaian perkara pidana.

2. Hambatan yang dihadapi kepolisian dalam hal ini adalah Direktorat
Reskrimum Polda DIY dalam melaksanakan pemberdayaan terhadap
korban adalah :

a. Pihak yang menjadi korban kejahatan adalah pihak yang
berkedudukan atau bertempat tinggal cukup jauh dari POLDA

DIY.
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b. Korban yang tidak kooperatif dengan kepolisian. Beberapa hal
yang terjadi seperti korban yang melaporkan tindak pidana,
kemudian malah terus pergi dan tidak bersedia datang untuk
dijadikan saksi.

c. Korban yang sudah renta (lansia) sehingga tidak dapat berpergian.

d. Orang yang memiliki permasalahan pada cara berbicara, seperti
tidak dapat berbahasa Indonesia atau malah seseorang yang gagap

dan lain sebagainya.

B. Saran
Berdasarkan data yang diperoleh, maka penulis memberikan saran
bahwa :

1. Perlu adanya kerjasama dan hubungan yang baik antara kepolisian
dengan masyarakat, agar menumbuhkan peran aktif masyarakat untuk
mau melaporkan atau mengadukan kejahatan yang terjadi, guna
pengungkapan suatu perkara pidana.

2. Kepolisian dalam melakukan pemberdayaan korban perlu untuk
melakukan kerja sama dengan institusi lain khususnya seperti Lembaga
Bantuan Hukum (LBH), agar kepolisian juga memperoleh bantuan
dalam proses penanganan dan pemberdayaan korban.

3. Kepolisian perlu bekerjasama dengan akademisi dan ahli medis, atau

institusi rumah sakit, yang terkait pada bidang psikologi dalam hal
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penanganan psikis korban melalui proses trauma healing, agar korban

dapat lebih maksimal tertangani.
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